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ACUAN NORMATIF

e UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

e UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistem

e PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan

e PP No. 28 Tahun 2011 Junto PP No. 108 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam

e Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019
tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan

e Permen LHK No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017
tentang Perubahan Atas Permenhut No.
P.85/MENHUT-11/2014 tentang Tata Cara Kerja sama
Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam

e Permenhut No. P.85/MENHUT-II/2014 Tentang Tata
Cara Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
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KETENTUAN PEMANFAATAN DAN
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN BIDANG
JALAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah perbuatan hukum para pihak yang
merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan
bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan didalamnya mengatur
hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang
dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan
Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Pembangunan jalan

KAWASAN melintasi kawasan hutan
HUTAN KONSERVASI konservasi wajib dilengkapi

Perjanjian Kerja Sama (PKS)

KAWASAN i
HUTAN LINDUNG Pembangunan jalan melintasi

kawasan hutan lindung/hutan

produksi wajib dilengkapi

Persetujuan Penggunaan

KAWASAN | Kawasan Hutan (PPKH)
HUTAN PRODUKSI




Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan

Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama
untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena
adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi :
1.Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati;
2.Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan

Kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat
dielakkan, yakni meliputi:
1.Kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan
pertahanan keamanan negara, antara lain:
- Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan/pos lintas batas;
- Jalan lintas provinsi.
2. Pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas




PERSYARATAN PKS
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Proposal kerja sama, antara lain memuat

« Maksud;

« Tujuan;

. Sasaran;

. Bentuk Kegiatan;
. Jangka Waktu;

. Pendanaan

Citra satelit terbaru yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga. Citra
satelit terbaru dengan resolusi detail 15 meter dan hasil penafsiran citra
satelit dalam bentuk digital dan hard copy

Peta letak dan luas lokasi berskala minimal 1:50.000 dan ditandatangani
oleh Dirjen Bina Marga;

Rencana pembangunan sarana dan prasarana yang telah disahkan oleh
lembaga terkait;

Risalah umum kondisi kawasan hutan dan sekitarnya, antara lain kondisi
tutupan vegetasi, jenis tanaman dominan, keberadaan satwa prioritas, yang
diperoleh dari hasil survei lapangan;

Dokumen lingkungan dapat disampaikan sebelum atau setelah diterbitkan
persetujuan kerja sama;

Pertimbangan teknis dari Kepala Unit Pengelola (Balai Besar/Balai
Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar/Balai Taman Nasional, atau Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya dari kawasan
terkait).



PROSEDUR PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

BB/BPJN melakukan
overlay lokasi rencana
kegiatan dengan peta
hutan konservasi
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Dirjen Bina Marga a.n.

Menteri PUPR
menyampaikan surat
permohonan kerja sama
kepada Menteri LHK
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Ditjen Konservasi Sumber Daya
Alam Ekosistem (KSDAE)
melakukan penilaian
persyaratan administrasi dan
teknis, dan jika diperlukan
melakukan kajian lapangan
dan hasil telaahan lapangan
(berita acara)

—

4
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Kepala BB/BPJN
menyampaikan surat

teknis kerja sama kepada
Kepala UPT-KLHK
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Kepala BB/BPJN menyampaikan

surat permohonan kerja sama
kepada Direktorat Jenderal

Bina Marga (dilampiri
Persyaratan Administrasi &
Teknis)

Dirjen KSDAE

menyampaikan hasil
telaahan dan rekomendasi

—

permohonan pertimbangan

—

4

disetujui/tidak disetujui

kepada Menteri LHK

—
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Kepala UPT-KLHK
menugaskan tim teknis
untuk melaksanakan
telaahan teknis

{
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Kepala UPT-KLHK
menyampaikan pertimbangan
teknis kepada BB/BP)JN
sebagai salah satu syarat
permohonan kerja sama
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Dirjen KSDAE
menyampaikan surat
persetujuan kerja sama

kepada Dirjen Bina Marga
dan UPT-KLHK
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Menteri LHK menyetujui
hasil telaah dan
mendisposisikan Dirjen
KSDAE untuk menyampaikan
persetujuan kerja sama
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BB/BPJN melakukan
penyusunan dan diskusi draf
RPP/RKT dengan Dit. Bina

Teknik Jalan dan Jembatan
serta Setditjen Bina Marga

BB/BP)N melakukan
penyusunan dan
pembahasan draf RPP/RKT
dengan UPT-KLHK

—

=
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Dirjen Bina Marga
menyampaikan surat
persetujuan kerja sama

kepada kepala Balai
BB/BP)N
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Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama
(PKS)

—

4
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Penandatanganan
RPP/RKT

—

—
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BB/BPJN melakukan
penyusunan dan diskusi
draf PKS dengan Dit. Bina
Teknik Jalan dan Jembatan
serta Setditjen Bina Marga

BB/BPJN melakukan
penyusunan dan
pembahasan draf PKS
dengan UPT-KLHK
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BB/BPJN menyampaikan

PKS dan RPP/RKT pada
Dirjen Bina Marga
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Monitoring pelaksanaan
kegiatan oleh Dit. Bina Teknik
Jalan dan Jembatan serta
Direktorat Kompetensi Terkait
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JANGKA WAKTU &

BERAKHIRNYA PKS




@ JANGKA WAKTU PKS

JANGKA WAKTU PKS

1.Kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA maksimal 5 tahun;

2.Kerja sama pembangunan strategis maksimal 10 tahun; dan

3.Permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama diajukan paling
lambat 6 bulan sebelum kerja sama berakhir. Permohonan terdiri
dari proposal dan hasil evaluasi kegiatan kerja sama. Proposal

disusun oleh pemohon dan hasil evaluasi kerja sama dibuat oleh

KLHK.

BERAKHIRNYA PKS

1.Jangka waktu perjanjian habis

2.Mitra kerja melakukan tindakan pidana kehutanan; dan

3.Salah satu pihak mengundurkan diri, salah satu pihak
wanprestasi, atau para pihak tidak menyusun RPP dan RKT dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian

kerja sama.

1
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KEWAJIBAN KEMENTERIAN PUPR
SELAKU MITRA PKS BIDANG

JALAN




KEWAJIBAN KEMENTERIAN PUPR
SELAKU MITRA PKS BIDANG JALAN

1.Menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan
yang dikerjasamakan;

2.berperan aktif dalam perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar
lokasi  kerja ~sama dari  kemungkinan  kebakaran  hutan,
perambahan/pemukiman liar;

3.menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat
sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;

4.menghindari penggunaan material baik hidup atau mati yang dapat
berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis
sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi
kawasan;

5.menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada
disekitarnya;

6.menyediakan data dan informasi yang diperlukan;

7.memulihkan ekosistem yang rusak akibat dampak pembangunan kerja
sama;

8.melibatkan petugas unit pengelolaan setempat pada setiap kegiatan; dan

9.tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna

bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya.

13



PERMEN LHK NO P.23 TAHUN 2019
JALAN STRATEGIS DI KAWASAN HUTAN

Dalam hal pembangunan yang melewati areal yang rawan dan berdampak
negatif besar terhadap keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan
membuat:
1.Jalan layang bila melewati areal rawa gambut, habitat, atau wilayah
jelajah satwa liar, habitat tumbuhan langka, dan jurang;
2.terowongan bila melewati bukit yang tinggi, habitat, atau wilayah
jelajah satwa liar;
3.pagar atau dinding penutup pada batas ruang milik jalan (RUMIJA) yang
menyatu dengan koridor dan/atau jembatan lintasan satwa liar pada
areal yang sering dilewati satwa liar;
4.dinding penutup pada batas RUMIJA pada areal yang rawan okupasi
lahan; atau
5.struktur pencegahan longsor dan erosi tanah pada talud di kiri kanan

jalan strategis di tempat yang rawan longsor dan erosi tanah.

14



CONTOH GAMBAR BANGUNAN PENGHUBUNG
YANG BERFUNGSI SEBAGAI JALUR LALU
LINTAS

Jalan layang melalui di atas lembah, habitat < : -
Jembatan melewati sungai sekaligus

fauna dan flora langka dan sekaligus : % S
berfungsi sebagai koridor satwa

berfungsi sebagai koridor satwa liar

Terowongan berfungsi untuk menjaga
habitat flora dan fauna agar tidak rusak




CONTOH GAMBAR DAN SPESIFIKASI PRASARANA
PENDUKUNG JALAN YANG BERFUNGSI
MENUNJANG KONSERVASI KAWASAN HUTAN

N

G-orong-gorong yang dibangun untuk

Jembatan penyeberangan sungai yang

pembuangan air dan sekaligus berfungsi sekaligus berfungsi sebagai koridor satwa liar
sebagai koridor satwa liar berukuran sedang di air dan darat
dan kecil

Jembatan Kanopi untuk menghubungkan Jembatan penyeberangan dngan lanseka
habitat yang dipisahkan oleh Jalan dan kiri kanan jalan yang lebih tinggi dari jalan
menjadi lintasan atas bagi jenis semi-arboreal
dan arboreal



CONTOH GAMBAR DAN SPESIFIKASI PRASARANA
PENDUKUNG JALAN YANG BERFUNGSI
MENUNJANG KONSERVASI KAWASAN HUTAN

HATI - HATI
PERLINTASAN SATWA LIAR

Memberikan jalur penyeberangan bagi Rambu satwa berfungsi untuk
mamalia besar yang sangat berhati-hati yang memperingatkan pengguna jalan agar berhati-
memerlukan jarak pandang yang cukup jauh hati saat melintasi kawasan yang banyak

serta ruang untuk bermanuver. hewan liar dan sering menyeberang jalan

FALAR RASTORAL AR AR FATC LW al
KAEDTA ¥ 3 ORIV SELATAR

|
i
'

|
A
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J

Bangunan Pagar dapat menghindarkan dari Bangunan permanen yang dibangun pada
okupasi lahan dengan tinggi paling rendah lokasi pintu masuk dan pintu keluar Kawasan
2,5m. Hutan
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CONTOH GAMBAR DAN SPESIFIKASI PRASARANA
PENDUKUNG JALAN YANG BERFUNGSI
MENUNJANG KONSERVASI KAWASAN HUTAN

TAUPAE DEFAN
—— Pz Vo X0 | frmen

Pos Jaga merupakan bangunan permanen Menara Pemantau adalah bangunan

yang dibangun di tempat tertentu di dalam permanen yang dibangun di tempat tertentu
Kawasan Hutan di sekitar trase Jalan di dalam Kawasan Hutan di sekitar trase Jalan
Strategis Strategis

53
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CONTOH
DOKUMEN PKS

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KEPALA BALAI KOMSERVAS| SUMBER DAYA ALAM ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN

EXOBISTEM
HKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAH
DENGAH
KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN HASIOMAL ACEH.
DIREKTORAT JENCERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM AN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 17
FENUTUR

1] PARA PIHAK dalam Kbt} S i T dan mengamin bafwa
mmmmnmmmgmmmmmm
peraturan panandang. dalam rangka parangian keja
AT ini.

[2] Setap PIHAK dalam perjasjian kora saena ini menyaiakan dan menjemin kegaeds
PIHAK linryn batnen penandatangsn dar poranfan kera sama ini adalsh benar
marupakan pihak-pihak yang bersenang untuk bedindak dan alas nama PIMAK
lersebut

(¥} Porjanian kera sama ini Berlaku sejak kanggal, bukin, tahun tersebul & slas yang
dibual dalam 2 (dud) rangkap sedin bermeleral Cukup dEn MAKNG-MALNG
mempunydil kekuaten Fuiom yang 18T

NG S —

e [

TENTANG
PEMBANGUNAM STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAM

BERUPA PENYELENGOARRAN JALAN MASIONAL DI KABUPATEN ACEH
TENGAH FROVINE ACEH MELINTAS] KAWASAN TAMAN BURL LINGGA FSAQ

Jakara, 73 Dessmber 2027

~\ N\ \ S

DemikianPargnar Kivia S6ma ini ditust dengan Bkad baik, untul dlaiasnsken
PARA PIHAK, ity

FIHAK KEDUA,
mtulﬂn;;-ggmu Bina Marga

.-u.;m.--

[ MT
HIP. 19650423 109312 1 001
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CONTOH LAMPIRAN
PERSYARATAN PKS

RENCAMNA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

RUAS JALAN MALINGKAPOTO = ISIMU

KERJASAMA DALAM RANGHA PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TAHUN 2022 = 2031

TIDAK DAPAT DIELAMKAN
UNTUK PELAKS ANAAN PEKERJAAN PENANGANAN JALAN HASIONAL
MALINGKAPOTO - 15U

HABUPATEN GORONTALD UTARA
PROVINS GORONTALD

- - PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN JALAN
l % NASIONAL TERBATAS DI KAWASAN CAGAR ALAM
TANGALE
DIAJUKAN OLEH ©
BALM PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALD
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
HEMENTERLAN PEHERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALO
SORONTALG: 20 JMVOARS 2023 Gaorontale, 28 Januari 2022

PROPOSAL KERJA SAMA RENCANA PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA

PETA LETAK DAN LUAS LOKASI CITRA SATELIT
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CONTOH LAMPIRAN
PERSYARATAN PKS

RISALAH KAWASAN CAGAR ALAM TANGALE

At Sejarah Kawesan. Letak dan Luss.

Undang-undang Homor & lahun 1500 lenking Konservas Surber Daya
Alpe Hayel dan Enossteriys, pasd 14 D GIwiEan SUBke e feerie dari
cagar siam can susks margasstes, kemuden dsem UL Mo 41 tahen 1699
lentarg kehyiarar pasal | ayat 10 bafwa dmakaud dengan kamasan hotan
Sk wam fudan degan o Khas Selents yang mempuryai fungsi pokok
aoCogal kawanan pengEWEtE CesnEkarIGaTIN  Sumbutan dan el S
RIS iR oD g DO Ay SN AT (TR NENERON
St yang Amakic dengan cige sl Sssh Lranen Lk lama yang
haveras keadan slamngd Fempunas Lekhatan Wmouhan §3wa dan soLbemoYE
e ohoalen My g piru Shndungl dan pirkenbingenye St
Bernging s B

Sesus dengan sl penguichan berdesarin pets TOHK Proviesl Das
¥ Sliwind Utara S 1084 abins segiebant kivvirin htin din Pets Pacasrasi
TGHE dengan RTRW Prowns Sulswesi Ul Whun 1960 dan gandaianytl
rrayach fats Mawatan Fotan dan Persnen Provn Das 1 Sclswesi Utars sials
1 2600000 st Gengdn REDUNASSN Mentin KehASnan dan Pakebina Ko
S5TNpes VU0, Kawmian Huten Targale termano Hutes Suas Al (HEA)
dengan fangs! secags cagar alam (CAK

Fisuadt CA. TEAgls WAN SHARE) DSk REPASE NN
Harutanan W, 431WAN-L1952 tangpal § M TPRT dengan ks 11250 e
dan felah ditaia bates pada tahun 1581, Dengan demidan maka keberadaan
it Rl AegEe SmakEGY WS AR M Rukun [yusd Rea)
Satarguirnya kawasan koservin CA. Tangele masuk datem pess Kawasan Hitan
Provmd Gorortse berdasarien Kepotoan Merter Kehotsnas f Mo S
W AerFut W00 bangpal 35 Ml 2010 dmaca CA Tangahs mass dalam
Karwmsan Susha Mam (KSA) den Kasasan Pelesisrian A (KPA} sehan s
56 653 Hia

Liss Gmemsan Ch Tonpals MENQMSTE DENIUAE MEnS 100485
besamanon. kepotian Meeisrl Linglungen Hus e Ketuseean Moo S
RSN MK PR TLKURZES lentang Penetapan Kawasan Hutsn Cagar Aam

RISALAH UMUM
KONDISI KAWASAN HUTAN

OUNEENUR GORGNTALG
BFTURAN GUBERNUR GORONTALD
maMoR u.l 7 f!,l;mn

) lili‘m.'m-w AT Hillhihlwl" FERKALS PRI KATAN MUAS
M CMRONTALL - LIMBSCITD) - (0L - MOLINGICAPCITD) PROAINES
BRGATALD GAN NREXTGRAT JENERAL WA KA RALA
FELAKSARAAN UEAN RABTINAL X1

OUVRERNUR GORONTALG,

Mrombeng 8. babws Kegecar Prmekharan lerks e S (oot

Limtoie - Mimu - Molinghapeis  Frovesl Gorsods sk
Erviiorel Jenderal Dios Marga Dalai Prishsacsas Julan
Naadsral X1 maropakas, kngassn yang waph mamilin Upss
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CONTOH DOKUMEN

RPP/RKT

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM (RFP)
TAHUN 1823 - 2052

TENTAMG
PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT IHELAKKAN

BERUFA FENVELENGGARAN JALAN NASIONAL
MELINTAS]T KAWARAN TAMAN XASIONAL GL

KERJIASAMA ANTARA
BALAI BESAR TAMAN NASHINAL GUSLAG DIUSER
DIREKTORAT JENDERALKONSERYVAS] SUMBER BAYA ALAM
DAY EKOSISTEN
KEMENTERIAN MNGRONGAN HDUR DAY KEHUTANAN

WENGAN
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TAUTAN/LINK LAMPIRAN

NAMA LINK
R BARCODE
DOKUMEN DOWNLOAD Q
1. | cContoh Dokumen PKS https://bit.ly/contohdok
umenpks
2. | Contoh Dokumen RPP-RKT hisgee ez g e
umenrpprkt
3. | Form RPP-RKT https://bit.ly/formrpprkt

E-BOOR BUKU SAKU
PHS PEMANFAATAN
RAWASAN HUTAN
BIDANG JALAN

https://bit.ly/bukusakupks
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